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Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas
rahmat dan karunia-Nya Tim Peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian
DPR RI telah dapat menyelesaikan buku Politik Hukum Pengaturan Minuman
Beralkohol di Indonesia. Buku ini merupakan salah satu buku dari sejumlah
buku penelitian yang telah dihasilkan oleh para peneliti pada Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI dan menjadi prestasi yang perlu diapresiasi.

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai Politik
Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol yang dilakukan para Peneliti
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada Tahun 2018. Buku ini dibuat
sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dari tujuan dan kegunaan
penelitian yang sudah dilakukan. Politik Hukum Pengaturan Minuman
Beralkohol menjadi penting diangkat menjadi topik penelitian dan
hasilnya diterbitkan menjadi buku mengingat Rancangan Undang-Undang
tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang sedang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
mengalami berbagai kendala. Buku ini berusaha untuk mengupas beberapa
permasalahan minuman beralkohol yang ditemui di lokasi penelitian.
Besar harapan bahwa buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi
bagi Pemerintah dan DPR RI dalam pembentukan RUU Minol.

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada
Tim Peneliti atas hasil karya penelitiannya yang penting dan menarik. Semoga
maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Tim Peneliti melalui penerbitan
buku ini dapat terwujud. Saya berharap semangat Tim Peneliti dan para
peneliti lainnya pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat dapat semakin meningkatkan kualitas penelitian demi
pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Jakarta, 30 September 2019
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
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1

PROLOG

Minuman beralkohol (minol) sebagai salah satu komoditi perdagangan
dan perindustrian menjadi isu global karena dampak yang ditimbulkannya,
baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan kriminalitas. Minol
menjadi perhatian semua negara karena dampaknya yang bersifat
multi efek, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang
keberagaman budaya dan agama memiliki aturan tersendiri mengenai peredaran
dan penjualan minol. Namun, tingkat kejahatan yang timbul dari minol
sangat tinggi di Indonesia. Di sisi lain, negara mempunyai tanggung jawab
untuk memberikan jaminan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dan
perlindungan hukum terhadap dampak minol. Untuk melaksanakan
tanggung jawab negara tersebut, telah ada political will yang dihasilkan sebagai
suatu politik hukum pengaturan minol, baik berupa kebijakan maupun
regulasi dalam peraturan perundang-undangan. Hukum positif tersebut
cukup banyak dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan
dan belum ada suatu pengaturan yang komprehensif mengenai minol.

Buku ini menunjukkan ada beberapa kebijakan hukum atau peraturan
perundang-undangan terkait dengan minol yang saat ini ada dan berlaku
di Indonesia mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan
peraturan daerah. Implementasi dari kebijakan hukum tersebut menunjuk-
kan Kepolisian dalam hal penegakan hukum lebih sering menggunakan
peraturan daerah. Permasalahan lain muncul dalam implementasi UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan 
kewenangan pengawasan ada di Pemerintah Provinsi, sedangkan kewe-
nangan untuk memberikan perizinan ada di Pemerintah Kabupaten/
Kota. Selain permasalahan regulasi dan implementasinya tersebut, buku
ini mengungkapkan adanya gagasan arah kebijakan hukum atau politik
hukum pengaturan minol untuk masa yang akan datang.

Editor
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EPILOG

Politik hukum pengaturan minuman beralkohol selama ini, telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang materi
muatannya berkaitan dengan minuman beralkohol, antara lain, UUD
NRI Tahun 1945, KUHP, UU Perdagangan, UU Perindustrian, Perpres
No. 74 Tahun 2013, Perpres No. 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor No 63/M-IND/PER/7/2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/
PER/8/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu
Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-Dag/
Per/4/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014, peraturan daerah
provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. 

Tataran implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut,
antara lain, menunjukkan bahwa pertama, Kepolisian dalam penegakan
hukum lebih sering menggunakan peraturan daerah maupun undang-
undang sektoral yang mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang
timbul sebagai akibat dari minuman beralkohol; kedua, kewenangan
perizinan telah dilaksanakan dengan berdasarkan UU Pemerintahan
Daerah namun masih ditemukan persoalan mengenai perizinan penjualan
dan peredaran minuman beralkohol; ketiga, Perpres No. 74 Tahun 2013
telah diimplementasikan dengan baik, termasuk untuk minuman
beralkohol tradisional meskipun masih banyak daerah yang belum memiliki
peraturan daerah yang mengatur minuman beralkohol tradisional;
keempat, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan minuman beralkohol
di tingkat pusat dan daerah perlu dilakukan karena arah politik hukum
pemerintah pusat adalah pengaturan dan pengendalian minuman
beralkohol, sedangkan masih ada beberapa daerah yang mempunyai
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arah politik hukumnya berupa pelarangan total; kelima, pemerintah
daerah belum dapat melaksanakan kewenangan dalam hal pendataan,
pengawasan, dan pembinaan terhadap produksi minuman beralkohol;
keenam, peraturan menteri dari substansi hukum bertentangan dengan
peraturan Pasal 539 KUHP terkait dengan produksi dan penggunaan
minuman beralkohol tradisional; 

ketujuh, ditemukan ketidakkonsistenan antara pengaturan dengan
implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/
PER/4/2014 terkait dengan larangan bagi setiap orang dalam
mendistribusikan dan memperdagangkan minuman beralkohol; kedelapan,
sehubungan dengan tim terpadu untuk pengawasan minuman beralkohol
masih terhambat dengan permasalahan klasik berupa anggaran dan
sumber daya manusia; kesembilan, perlu telaah sehubungan implikasi
pengaturan bagi pengecer berskala kecil atau pedagang minuman
beralkohol eceran di minimarket atau pengecer di warung kecil di
berbagai wilayah sehubungan dengan substansi dalam Peraturan Menteri
Perdagangan; dan kesepuluh, terdapat kelemahan dalam penegakan
hukum tindak pidana terkait dengan minuman beralkohol sebagai akibat
tidak terimplementasikannya beberapa ketentuan dalam KUHP yang
mengatur minuman beralkohol, sehingga perlu dilakukan evaluasi
terhadap ketentuan tersebut. 

Oleh karena itu dengan mengacu pada pengaturan dan
implementasinya, arah politik hukum minuman beralkohol dalam perspektif
pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat terdapat beberapa
gagasan kebijakan hukum untuk minuman beralkohol di masa yang akan
datang, yaitu pertama, dari sisi penegakan hukum perlu perubahan kebijakan
kriminal agar pengaturannya lebih tertib di masing-masing daerah dengan
melarang minuman beralkohol oplosan dan larangan bagi pengendara
kendaraan bermotor yang berada dalam pengaruh minuman beralkohol
untuk berkendara di lalu lintas jalan; kedua, sehubungan dengan
pembentukan RUU Minuman Beralkohol ada beberapa pihak yang
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menghendaki pengaturannya bersifat pelarangan namun ada juga yang
menghendaki pengaturan dan pengendalian dengan pembatasan; ketiga,
pengaturan minuman beralkohol tradisional diserahkan ke kebijakan
masing-masing pemerintah daerah; dan keempat, sanksi pidana untuk
minuman beralkohol diatur dengan undang-undangan jangan di dalam
peraturan daerah.
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